SALINAN

NOMOR 5/E, 2011

Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN

BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

1.

WALIKOTA MALANG,

bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan
tata cara penagihan paak bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-
Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa
Y ogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribuss Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;

Peraturan Daerah Kota Maang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Maang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Maang Nomor 59);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Malang Nomor 62);



13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA

PENAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1

2.

Daerah adalah Kota Malang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

Walikota adalah Walikota Malang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB
adalah pagjak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Wagjib Pgjak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pajak yang terutang adalah pgjak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa
pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang
pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,

menjual barang yang telah disita.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sgenis adalah surat yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menegur atau
memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pgak yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pgjak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal
jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat
yang oleh wajib paak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Setoran Pgjak Daerah BPHTB yang selanjutnya disebut SSPD BPHTB adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pgjak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak BPHTB yang terutang ke Kas Daerah melalui Tempat Pembayaran
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan sekaligus untuk melaporkan data
perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Surat Ketetapan Pgjak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pgjak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut
SKPDKBT adalah surat ketetapan pgjak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pagjak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pagjak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pgjak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya
dibayar.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpagjakan daerah yang terdapat dalam
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
atau Surat Keputusan Keberatan.



20.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.

21. Jurusita Pgjak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pgjak yang meliputi Penagihan

(1)

2

3)

(4)

(5)

Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.

BAB I
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Daam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas
Pendapatan Daerah dapat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :
1. jikaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar;
2. jika kewgjiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pgjak yang terutang dihitung
secara jabatan.
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pgjak yang terutang; dan
c. SKPDN jika jumlah pgak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat
bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanks administratif berupa kenaikan 100%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pgjak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.



Pasal 3

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana

tercantum dalam lampiran Peraturan Walikotaini.

1)

2

)

2

D)

(2)

Pasal 4

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD BPHTB apabila:

a. paak yang terutang kurang dibayar;

b. dari hasil pemeriksaan SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran pajak
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sebagai mana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB I11
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pgjak BPHTB, Walikota menunjuk Kepala
Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan Penagihan Pajak BPHTB.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang
untuk mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 6

Dalam hal Pgjak yang terutang tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo,
Kepala Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan Penagihan Pajak BPHTB dalam
hal utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD
dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding
serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah.

SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan
jumlah pajak BPHTB yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan sgjak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.



Pasal 7

(1) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wajib
Paak setelah 7 (tujuh) hari sgak tangga jatuh tempo pelunasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum
dalam:
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. STPD; atau
d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan
Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 8

Penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat
dilakukan :

a. secaralangsung;

b. melalui pos; atau

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 9

(1) Apabila jumlah Pgjak BPHTB yang terutang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak
setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sgjak tanggal disampaikan Surat
Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan
Daerah menerbitkan Surat Paksa.

(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara langsung
oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pgjak.

(3) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam
Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan
Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan
Surat Paksa.



Pasal 10

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

a
b.

Wajib Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha
Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat
dijumpai;

salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta
peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum
dibagi; atau

para ahli waris, apabila Wajib Pgjak telah meninggal dunia dan harta warisan telah
dibagi.

Pasal 11

Dalam hal Wajib Pgjak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk

menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada

penerima kuasa dimaksud.

1)

2

3)

(4)

()

Pasal 12

Wajib Pgjak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada
Kepala Dinas Pendapatan Daerah terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sgjenis, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan atau kekeliruan.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
sgjak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memberi keputusan atas permohonan yang digjukan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepaa Dinas
Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak
dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sgenis dan Surat Paksa yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau
kekeliruan dibetulkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
padatangga 3 Januari 2011

WALIKOTA MALANG,
ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARISDAERAH KOTA MALANG,
ttd.
Dr.Drs. H. SHOFWAN, SH. M.S

Pembina Utama Muda
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003




